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BUPATI MAGETAN

PROⅥNSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAI・IMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI MAGETAN,

a. batrwa tanah benglok desa selama ini secara turun
temurun adalah merupakan tanah yang dikelola oleh Kepala

Desa dan Perangkat Desa yang digunakan sebagai

penglrasilan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokat Berskala Desa, sahh satu kewenangan berdasarkan

hak asal usul desa adalah pengelolaan tanah bengkok;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor

1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,

Pemerintatr, pemerintah provinsi, dan pemerintatr

kabupaten harus mengakui, menghormati dan melindungi

kewenangan berdasarkan hak asal usul yang dimiliki desa;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturart

Pemerintalr Nomor 43 Tatrun 2Ol4 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Pemerintatr

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2OL4, bahwa hasil pengelolaan

tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk
tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

selain penghasilan tetap dan tunjangan;



Mengingat :

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, pelaksanaan

kewenangan berdasarkan hak asal-usul diatur dan diurus
oleh Desa;

f. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta

sebagai tindak laqiut dari ketentuan Pasal lOO ayat (a)

Peraturan Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang
Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun zot4 tentang
Desa sebagaimana telatr diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Tanah

Bengkok Desa Di Kabupaten Magetan.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
7, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s49s)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOL4 tentang
Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubatr
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2O1S tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l;

3. Peraturan Pemerintatr Nomor 4J Tahun 2oL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan undang undang Nomor 6 tahun
2ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 4z rahun 2o1s
tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Negara Nomor 57lZ l;
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 111 Tahun 2ol4 tentang Pedoman Teloris peraturan

Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 209ll;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah rertinggal,
Dan Tfansmigrasi Nomor 1 Tatrun 2ol5 tentang pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor 2O36 h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUptt TENTANG PENGELOLAAN TANAH

BENGKOK DESA DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pengelolaan Tanah
Bengkok Desa Di Kabupaten Magetan.

Pasal 2

Tanah bengkok desa dikelola oleh Kepala Desa dan
Perangkat Desa. berdasarkan hak asal usul guna

meningkatkan kesejahteraan.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak termasuk Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil.
Luasan dan lokasi tanah bengkok yang dikelol,a Kepala

Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memperhatikan adat istiadat dan kondisi sosial
masyarakat desa setempat.
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Pasal 3

Tanah bengkok desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (U digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala

Desa dan Perangkat Desa diluar penghasilan tetap dan

tunjangan.

Hasil pengelolaan tanah bengkok yang digunakan sebagai

tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicatat dalam APBDes.

Pasal 4

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan tanah bengkok desa.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah I(abupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 10 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI
Diundangkan di Magetan

pada tanggal 1O Februari 2016

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

RAH KABUPATEN MAGE「 AN TAHUN 2016 NOMOR 8

dengan aslinya
HUKUM

TinntI
1995032002
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